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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka diambil kesimpulan sebagaiberikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), memiliki nilai signifikansi sebesar 0,383 

(p>0,05) dan nilai koefisien sebesar -0,034, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,870, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadapBelanja Modal. 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,212, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja 

Modal. 

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,253 

(p>0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,042, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal 

(ABM). 

 

 

 

51 



52 
 

 

B. Keterbatasan 

Peneliti menyadari penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang 

mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini yang dapat diperhatikan bagi penelitian yang akan dating antara 

lain:  

1. Sampel yang terbatashanya 38 sampel Kabupaten/Kota yang ada di Jawa 

Timur. 

2. Periode pengamatan yang pendek, yaitu dua tahun (tahun 2013 – 2014) 

3. Hanya menggunakan empat variable independen yaitu Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah sampel pada periode pengamatan yaitu tidak hanya 1 

provinsi sebagai sampel, yaitu menggunakan sampel Kabupaten/Kota Se-

Jawa atau Se-Indonesia. 

2. Menambah periode pengamatan. 

3. Menambah variable independen lainnya, seperti dana bagi hasil pajak, dana 

bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain yang sah. 
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